PRESIDEN
REFUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES A
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG
UNIT ORGANISAS DAN TUGASESELON |

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: bahwa ddam rangka mendukung Tesdenggaanya tetib  adminidras
pemerintahan, dipandang perlu  menyempurnekan Keputusen Presden Nomor 110
Tahun 2001 tentang Unit Organisses dan Tuges Esdon | Lembaga Pemerintah Non

Departemen;

Mengingat: 1 Pasd 4 ayat (1) dan Pasd 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintshan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3. Peauran Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Proping sebaga Dagrah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputussn Presden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tuges,
Fungs, Kewenangan, Susunan Organissd, dan Tdaa Keja Lembaga
Pemerintah Non Depatemen ssbagamaena tdah diubah dengan  Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

5. Keputussn Presden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Orgenisss  dan
Tugas Esdon | Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISAS
DAN TUGASESELON | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
Pasal |
Bebergpa ketentuan ddam Keputusan Presden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisas

dan Tugas Esdon | Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagal berikut:
1 Ketentuan Pasd 1 diubah, sehingga sduruhnya berbunyi sebaga berikut:
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“Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

hERREBRBO®NOO AN PR

2.
2.

24.

Lembaga Administras Negaradisngkat LAN;

Ardgp Nasond Republik Indonesa disngkat ANRI;

Badan Kepegawaan Negara disingkat BKN;

Perpustakaan Nasond Republik Indonesia disngkat PERPUSNAS,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasiond disngkat BAPPENAS,
Badan Pusat Statistik disngkat BPS;

Badan Standardisas Nasiond disingkat BSN;

Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN,;

Badan Tenaga Nuklir Nasond disngkat BATAN;

Badan Intelijen Negaradisngkat BIN;

Lembaga Sandi Negara disngkat LEMSANEG;

Badan Urusan Logigtik disngkat BULOG;

Badan Koordinas Keuarga BerencanaNasiond disngkaet BKKBN,;
Lembaga Penerbangan AntariksaNasiona disingkat LAPAN;
Badan Koordinas Survei dan Pemetaan Nasond disngkat BAKORSURTANAL;
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP,
Lembaga |lmu Pengetahuan Indonesiadisingkat LIF!;

Badan Pengkgjian dan Penergpan Teknologi disingkat BPPT;

Badan Koordinas Penanaman Modd disngkat BKPM;

Badan Pertanahan Nasiond disingkat BPN;

Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;

Lembaga Informas Nasond disngkat LIN;

Lembaga Ketahanan Nasond disngkat LEMHANAS,

Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disngkat BP BUDPAR.”

2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasd 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 10

BAPPENAS terdiri dari:

T TQ@ o 0o

@)

Kepaa

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan K ebudayaan;
Deputi Bidang Palitik, Pertahanan, dan Keamanan;

Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regiond,;
Deputi Bidang Ekonomi;

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Deputi Bidang Sarana dan Prasarang;

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

Ingpektorat Utama.
Pasal 11
Kepaa mempunyal tuges
1) memimpin BAPPENAS sesua dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
yang berlaku;
2) mavwigokan kebijaken nasond dan  kebijaken umum sesud  dengan  tuges
BAPPENAS,
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3 menetapkan kebijaken teknis pdeksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi
tanggung jawabnya;

4)  membinadan meaksanakan kerjasamadengan indand dan organisad lain.

Sekretariat Utama mempunyal  tugas mengkoordinaskan perencanaan, pembinaan, dan

pengenddian terhadap program, adminitras dan sumber daya di  lingkungan

BAPPENAS.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusa dan Kebudayaan mempunya tugas meaksanakan

perumusan  kebijakan dan peaksanaan penyusunan rencana pembangunan nesond di

bidang sumber dayamanusadan kebudayaan.

Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunya tugas meaksanakan

perumusan  kebijaken dan pedaksanaan penyusunan rencana  pembangunan nasond  di

bidang palitik, pertahanan, keamanan, hukum dan gparatur negara.

Deputi Bidang Otonomi Dagrah dan  Pengembangan Regiond mempunya  tugas

melaksanakan perumusan kebijakan dan pdaksanaan penyusunan rencana pembangunan

nesond di bidang otonomi daerah dan pengembangan regiond.

Deputi Bidang Ekonomi mempunya tugas meeksanaken perumusan  kebijakan  dan

pelaksanaan penyusunan rencana pembiangunan nasiond di bidang ekonomi.

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan  Lingkungan Hidup mempunya  tuges

melaksanakan perumusan kebijekan dan peaksanaan penyusunan rencana  permbangunan

nasond di bidang sumber daya dam dan lingkungan hidup.

Deputi Bidang Sarana dan Prasrana mempunya  tugas meaksanekan  perumusan

kebijakan dan peaksanaan penyusunan rencana pembangunan nesond di bidang sarana

dan prasarana.

Deputi Bidang Pendanean Pembangunan mempunya tuges melaksanakan perumusan

kebijakan dan pd aksanan penyusunan rencana pendanaan pembangunan nasiond.

Ingpektorat Utama  mempunya  tugas meaksanekan pengawasan  fungsond  di

lingkungan Meneg PPN/BAPPENAS.”

3. Keentuan Pasd 12 dan Pasd 13, dinyatakan tidak berlaku
4.  Keentuan Pasa 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagal berikut:

“Pasal 26
BULOG terdiri dari:
1) Kepdg
2  Sekretariat Utama
3)  Deputi Bidang Operas;
4)  Deputi Bidang Usaha Logigtik;
5  Deputi Bidang Keuangan;
6) Ingpektorat Utama
Pasal 27
(1) Kepdamempunya tuges

a memimpin BULOG sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b.  menyigpkan kebijakan nasond dan kebijakan umum sesual dengan tuges BULOG;

Cc. menetgpkan kebijakan teknis peaksanaen tugas BULOG yang menjadi  tanggung
jawabnya;

d. membina dan mdaksanakan kerjasama dengan indang dan organisas lan.
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Sckretariat Utama mempunyal  tugas mengkoordinaskan perencanaan, pembinaan, dan
pengenddian terhadap program, administras dan sumber dayadi lingkungan BULOG.

Deputi Bidang Operas mempunya tuges meaksanakan perumusan dan  pdaksanaan
kebijakan di bidang operas mangemen logitik.

Deputi  Bidang Usdha Logidik mempunya  tuges meaksangkan perumusen  dan
pelaksanaan kehijakan di bidang usaha logigtik.

Deputi Bidang Keuangan mempunya tugas meaksanekan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang keuangan.

Ingoektorat Utama mempunya  tugas meaksangkan pengawasan  fungsond  di
lingkungan BULOG.”

5. Ketentuan Pasa 42 dan Pasd 43 diubah, sehingga sduruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

BPN terdiri dari:

1) Kepdg

2  Wadkil Kepda

3  Sekretariat Utama

4)  Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;

5  Deputi Bidang Informas Pertanahan;

6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;

7)  Deputi Bidang Pengenddian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

8)  Ingpektorat Utama

Pasal 43

(1) Kepdamempunya tuges

a  mempimpin BPN sesua dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang
berlakuy;
b.  menyigpkan kebijakan nasiond dan kebijakan umum sesua dengan tugas BPN,;
c. menetgokan kebijakan teknis pdaksasan tugas BPN yang menjadi  tanggung
jawabnya

d.  membinadan meaksanakan kerjasama dengan ingans dan organisad lain

(2 W&l Kepda mempunya tugass membantu Kepda ddam mdaksanekan tuges
memimpin BPN

(3) Sekrdaia Utama mempunya tugas mengkoordineskan perercanaan, pembinaan, dan
pengenddian terhadap program, administras dan sumber daya di lingkungan BPN.

(4 Deputi Bidang Pengkgian dan Hukum Pertanghan mempunya tugas meaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkgian dan hukum pertanahan.

(5 Deputi Bidang Informas Pertanehan mempunya tuges medaksanekan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang informas pertanahan.

(6) Deputi Bidang Tata Laksana Petanaghan mempunya tuges meaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan

(7) Deputi Bidang Pengenddian Petanshan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunya

®

tugas mdaksanekan perumusan dan  peaksanaan  kebijeken di bidang  pengenddian
pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ingoektorat  Utama mempunyal  tugas mdaksanakan pengawasan  fungsond  di
lingkungan BPN.”
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Pasal 11
Keputusan Presden ini mula berlaku padatanggd ditetapkan
Ditetapkan di Jekarta
Padatanggd 7 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Sdinan sesual dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI
KepaaBiro Peraturan Perundang-undangan 1

Edy Sudibyo
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